PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 77 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

GUBERNUR BANTEN,

bahwa untuk keperluan belanja mendesak
pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
tidak cukup tersedia yaitu wuntuk Belanja
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan
Dasar dan Menengah, dan Belanja Bagi Hasil
Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2016, telah ditetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pergeseran Anggaran Belanja
Tidak Terduga ke Belanja Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar dan Menengah,
dan Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 77 Tahun
2016 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4010);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang  Pengelolaan Uang  Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



16.
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2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara
Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 Tentang
Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Rokok;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48 /PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa;



22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7

23.

24.

25.

26.

27.

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri
E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten
Nomor 31);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7
Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2016 Nomor 7).

Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun
2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Banten sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 Tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016
tentang  Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016
Nomor 77);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 88 Tahun
2016 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Tidak
Terduga Ke Belanja Bantuan Operasional Sekolah
Pendidikan Dasar Dan Menengah, Dan Belanja
Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.



MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 77
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor
77) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
semula berjumlah Rp8.811.076.809.100,00 bertambah sejumlah
Rp492.448.580.827,00 sehingga Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi
Rp9.303.525.389.927,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp8.005.287.474.000,00
b. Bertambah Rp 469.663.097.339,00
Jumlah Pendapatan setelah Rp8.474.950.571.339,00
Perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp8.811.076.809.100,00
b. Bertambah Rp 492.448.580.827,00
Jumlah Belanja setelah

perubahan Rp9.303.525.389.927.00

Defisit setelah perubahan Rp (828.574.818.588,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp 878.289.335.100,00
2) Bertambah Rp 251.785.483.488.,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp1.130.074.818.588,00
setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp 72.500.000.000,00
2) Bertambah Rp 229.000.000.000,00




(2)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp 301.500.000.000,00
setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 828.574.818.588,00

setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00

Tahun Berkenaan

Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat pada :

a. Belanja Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar Dan
Menengah sebesar Rp4.159.750.000,00 (empat milyar seratus
lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota
sebesar Rp24.840.250.000,00 (dua puluh empat milyar delapan

ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam
Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran [ Peraturan Gubernur ini.
Ringkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terinci
dituangkan dalam Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
Daftar Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur
ini.
Daftar Penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran
2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Gubernur ini.
Daftar Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan tercantum dalam
Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
Daftar Alokasi Anggaran Kesehatan tercantum dalam Lampiran VI

Peraturan Gubernur ini.



(7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (6), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3
Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2016
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN
Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd
RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 89.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
AGUS MINTONO, S.H. M.Si.

Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010




